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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor
127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Kesehatan maka perlu
melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi



2018, No.1550

Mengingat

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 221);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari
Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan



Menetapkan
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
75 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1717) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 395) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a.

Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan wuang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai pegawai;

Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani
masa persiapan pensiun; dan

Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14

berbunyi:

(1)

(2)

Pasal 14

Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a angka 2 dalam batas waktu 1 (satu) menit
sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dapat
mengganti  sebanyak  jumlah  menit waktu
keterlambatan pada hari yang sama dan kepada
yang bersangkutan tidak dikenakan pengurangan
tunjangan kinerja.

Terhadap Pegawai yang mengganti jumlah menit
waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap diakumulasi sebagai dasar pengenaan
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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3. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23

berbunyi:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 23
Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan
berdasarkan:
a. kelas jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan;
b. penetapan daftar penerima tunjangan kinerja;
dan
c. pola perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pegawai yang menduduki jabatan fungsional
tertentu yang merangkap jabatan struktural di
lingkungan Kementerian Kesehatan diberikan
Tunjangan Kinerja yang lebih menguntungkan.
Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada

tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

4. Ketentuan huruf b Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26

berbunyi:

Pasal 26

Tunjangan Kinerja bagi:

a.

Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80%

(delapan puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan

Kinerja sesuai kelas jabatan yang akan diduduki.

Pegawai yang:

1. melaksanakan tugas dinas sesuai penugasan
dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus)
dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas

jabatan yang diduduki;

2. berasal dari instansi di luar Kementerian

Kesehatan yang diperbantukan atau



